Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG '

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

a. bahwa dalom rongko pelaoksonoan  Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 fentang Pemerintah Daerah, teloh ditetapkan Peraturan

Pemerintch Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah:

b. bohwa unfuk menindaklanjuti Perciuran Pemerintah Nomor 41 Tcahun

2007 tentarg Organisasi Perangkat Daerch, maka dipandang periu

penataan kembali  terhadap Organisasi Dinas Daerah  Kobupaten
Sanggau,

c. bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan

dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau dalam
suatyu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nemor 27 Tahun 195% tentang Penetopan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 fentong Pembentukan Daerah
Tingkat It di Kalimantan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1953 Nomor ¢ ) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negora
Republik Indonesia Normor 1820 };

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 fentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890};

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahumr 2004 tentang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tohun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangar. [Ltemboga Negara Republik
indenesia Tahun 2004 Nomeor 33, Tambahan Lembaran Negar Republik
Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

b

-

10,

B

13.

Undang~Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintchan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambohan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagoimana telan divbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubohan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentong Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang { Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ):

Undang-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangaon
Xeuongan Antara Pemerintch Pusat dan Daerah {Lembaran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomior 126, Tambchan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik iIndonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan daon  Pemberheniian
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan Llembaran Negora Republik indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinacn dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  {Lembaron
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tombahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagion
Urusan Pemerintahan antarg Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemeriniah Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambchan Lemboran Negarg
Republik Indonesia Nomot 4737);

Peraturan Pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik. Indonesic Tahun 2007

Nomor 89 Tambohan Lembaran Negara Rapublik mindonesia Nomor
4741 );

. Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuvangan Daerah;

Peraiuran Daerah Kabupaten Sanggou Nomor 12 Tahun 2007 ientang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGALU

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN SANGGAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perciuran Daerah ini yang dimaksud dengan @

a.
b.
C.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Kepala Daerah adalah Bupati Sanggaw:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaon oleh Pemerintoh
Daerch dan DPRD menurut asas ofonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

Pemerinton Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walkota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

Perongkat Daerah adalah unsur membaniu Kepala Doerah dalam penyelenggaraan
pemernntahan daerah yang terdir dan sekretarial daerah, sekretaniat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamaian dan kelurahan;

Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah  kepada
Daerah Otonom uniuk mengatur dan mengurus urusan pemerntchan dalam sistem
Negora Kesatuan Republik Indonesia:

Tugas Pembantuon adalah penugasan dar Pemerintah kepada Daerah dan/atou Desa
dan dari Pernerintah Propinsi  kepada Kaobupaten/Kota danfatau  Desa  serta dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
Qtonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewdajipan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  don kepentingan masyarakat setempat
sesuQi dengan perotumn perundang-undangan;

Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi dc:eroh

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerch;

Eselon adoich tingkatan dalom Jabatan Strektural;

Kelompok Jabatan fungsional adalch Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

iowab dan hak seseorang Pegawal Neger Sipll dalom satuan-satuan organisast yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keghlion dan atau keterampiian tertentu

serta bersifat mandiri;
BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengaon Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerch yang terdin dani ;

ST IOSe 0000

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Clan Raga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatike:;
Dinas Keperdudukan dan Catatan Sipit ;

Cinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pekerjocan Urmum;

Dinas Perindustrion, Perdagangan. Koperasi dan UKM;
Dinas Pertanian, Perkonan dan Petemnakan;

Dinos Kehutanan dan Perkebunan:

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Cinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasol 3

Besaron atav jumiah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini,
dopat dibentuk sesuat dengan kriteric aiau nilai skoring yang ditetapkan berdasarkan variabel
jumich penduduk, uas wilayah dan jumich Anggaron Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisast Dinas Daerah terdiri dari :

a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 4 {empat) Bidang dan 1 (satu} Sekretariat;
b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 {tigo) Sub Bagian;

c. Bidang. dan masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 3 {tiga) Seksi;
d. Sub Bagian; g

. Seksi

f.  Unit Pelaksana Teknis; dan

g~ Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 5

1} Sekretariat, Bidong. Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jobatan
Fungsional tebagaimana dimaoksuk pada pasal 4 Pengaturan Daerah ini, jumlahnya
ditentukan berdasarkan ondalisis jabatan dan peraturan yang berlaku:

(2) Sirukiur organisasi, Tata Kefja , rincian tugas pokok dan fungsi dar masing-masing Dinas
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daergh.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
DINAS PENDIDIXAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pasal 4
Dinas Pendidikan, Pemuda don Olah Raga merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh seorang kepaia dinas yang berada dibawah don bertanggung jowab kepoda
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Posal 7

Dinas Pendidikan, Pemuda don Oigh Rago mempunycai fugas melaksanakan umuson

pemernniahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan oich raga berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuaon,

Pasol 8

Dalam melcksonakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyal fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga:

. Pembincan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

c
d. Pelaksanaan tugas kin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugos dan
fungsinya. -

Baglan Kedua
DINAS KESEHATAN
Pasal ¢

Dinas Kesehatan merupakan unsur Petaksana Otonormrd Daerah, dipimpin oleh secrang kepalo

dinas yang bercdo dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah;
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Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas meiaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kesehatan berdasarken asas otonomi dan tugas pembantuan,

Pasat 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehotan;

Penyelengggarcan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang kesehaotan;
Permbinoan dan peloksanaan tugas di bidang kesehatan:

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya,

oo

Bagian Ketiga
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 12

Dinas Sosial, Tenoga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah,

dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 13

Dincs Sosial. Tenaga Kera don lransmigrass  memponyai tugos melaksanakan  urusan
pemerintahan daerah di bidong sosial, tencga kerda dan transmigrasi berdasarkan asgs
otonomi dan tugas pembantucn.

Pasal 14

~ Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Posal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas
Sosial, Tenaga Kena dan Tronsmigrasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

b. Penyelengggoraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, fenaga
kerja dan fransmigrasi;

¢c. Pembinoan dan peloksanaan tugas di bidong sosial, tenaga kerja dan fransmigrasi;

d. Pelaksanoan tugaos lain yang diberikan cleh Kepala Daerah sesual dengon tugas dan
fungsinya.

Bagian Keempat
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIXA
s Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika memupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerch,

dipimpin oleh secrang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepoda
" Kégalo Daerah melaiui Sekretaris Daerak;

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika  mempunyai tugas melcksanakan urusan

pemerintchan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Pasat 17

Dalam metaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebiiakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pernubungan,
Komunikasi dan Informatikag;
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c. Pembinaan dan peloksanaan tugos di bidang Perhubungan. Komunikasi dan Informatika:
d. Peloksanaan tugas loin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuqi dengon tugos dan
fungsinyo.

Bagian Kelimo
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 18

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Otcnomi Daerah, dipimpin
cleh seorang kepala dinas yang berada dibawaoh dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah meialui Sekretaris Daerah,

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahon

doerch di bidang kependudukan dan cataton sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembanfuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas
Kependudukan dan Caiatan Sipill mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintahan dan pelavanan umum di bidang kependudukan
dan cotatan sipil;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan cotatan sipil;

C
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalo Daeragh sesuai dengan tugas dan
fungsinya. :

Bagian Kaenam
- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 21

Dinas Kebudayoan dan Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Qtonomi Daerah, dipimpin oleh

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melaivi Sekretans Daerah;

Pasal 22

Dinos Kebudayaan dan Panwisata mempunyui tugas melaksanckan urusan pemerintahan

doerah di bidong kebudayaon don pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas
permbantuan.

Pasal 23

Dalom melaksanakan tugasnya sebogaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dings

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi

a.  Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudaycan dan parwisaia;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang kebudayaan
dan pariwisata;

¢. Pembinaan dan pelaksanacn tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Bagian Kefvjuh
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 24

Dinas pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang

kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Daerah melalui
Sekretaris Daerah:

Pasat 25

Dincs pekefiaan Umum  mempunyai fugas melaksanakan urusan pemeriniahan daeroh di
bidang pekefiaan umum berdasarkan ascs otonomi dan fugas pembantuan.

Pasal 26

Dalam melaksanckan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pekerjocn Umum mempunyai fungsi ;

o. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; o

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayonan umum di bidang pekenaan
umum;

¢. Pembinaon dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;

d. Pelaksanaan tugas ldin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan fugas dan
fungsinyc.

Bagian Kedelapan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UXM
Pasal 27

Dinas Perindustricn, Perdagangon, Koperasi dan UKM  merupakan unsur Pelaksana Otonomi

Daerah, dipimpin oleh seorang kepalo dings yang berada dibawah dan bertanggung jowab
kepada Kepata Daerah melalui Sekretaris Daerah:

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  mempunyai tugas melcksanakan urusan

pemernntahan daerah di bidang perindustrion, verdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan
asas otonomi dan tugos pembaontuan.

Pazal 29

Dalam melaksonakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraiuran Daerah ini, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidong perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

k. Penyelengggoraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang penndustncm
perdagangan, koperasi dan UKM;

c. Pembinqan dan pelaksanaan fugc:s di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
UKM;

d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengon tugas dan
fungsinyag.
Bagian Kesembilan
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 39

Dinas Pertonian, Perkonan dan Peternakan merupakan unsur Pelaksang Qtonomi Daerah,

dipimpin oleh seorang kepala dinos yang berada dibowah can berfanggung jawab kepada
Kepala Daerch melalui Sekretaris Daerah;
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.- Pasal 31

Dinas Pertanian, Perikanan don Petemakan  mempunyai tugas melaksanakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan don peternakan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan,

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini. Dinas
Pertanian, Perikanan dan Pelemakan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanion, perikanan dan petemakan;

b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang pertanian,
perkanan dan petemakan;

c. Permbinaan dan pelaksanaan tugas di bidarg pertanian, perikanan dan petemakan;

d. Peloksanaan tugas Igin yang diherikan o'eh Kepala Daerah sesuai dengan tugas don
fungsinya.

Bagian Kesepuluh
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Peiaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Daerah
melaiui Sekretaris Daerah;

Pasd 34

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan vrusan pemerintohan

daerah di bidang kehutanon dan perkebunan berdasorkan asas octonomi dan . tugas
pembaniuan.

Pasal a5

Dalom melaksanakan fugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturon Daeragh ini, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunon;

b. Penyelengggaraan vrusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidang kehutanan
- dan perkebunan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidong kehutanon dan perkebunan;

c
" d. Pelaksancan tugas 1Qin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugos dan
fungsinya.

Bagian Kesebelas
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Pasal 34

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur Pelaksana Qtonomi Daerah, dipimpin

oleh secrang kepala dinas yang berada dibawah don bertanggung iowab kepado Kepala
Daerah melclui Sekretaris Daerah;

!

 Pasal 37

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

“duzrab di bidang energi dan sumberdaya mineral bardasarkan asas otonomi dan fugas
pemboniuan.

Pasal 38

Daolam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi

a.  Perumusan kebijakan teknis oi bidang energi dan sumberdaya mineral;
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b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan  pelayanan umum di bidong  energi don
sumberdaya mineral; .
Pembinaan dan pelaksanaan fugas di bidang energi dan sumberdaya mineral;

Pelaksanaan tugos lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

0o

Bagian Keduabelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEY DAERAH
Pasal 37

Dinas Pendopaian, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana
Otonomi Daerah, dipimpin oleh secrang kepala dinas yang berada dibawaoh dan berianggung
jawab kepada Kepalo Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 40

L3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemernintahan daerah di bidang pendapaian, pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan asas otonomi don fugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melcksanakan fugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dgerah mempunyai fungsi :

o. Perumuson kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengeloloon keuangan dan aset
daerah;

b. Penyelengggoraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendopatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

¢. Pembinaan dan peloksanaan tugas di bidung pendapatan, pengelslaan keuangan dan
aset daerah,

d. Peloksonacn tugas lain yong diberikan oleh Kepcla Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB V
UNIT PELAKASANA TEKNIS DINAS
Pasal 42

Pada Dinas Daerah dopat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan tugas-

tugas teknis operasional Dinas dibidangnya yang mempunyct wilayah kerjo melipufi satu atau
beberapa Kecamatan;

Pasal 43

Unit Pelaksango Teknis Dinos sebagaimana dimaksud padao pasal 42 Peraturan Daerah ind,

dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jewab kepada Kepala Dinas
dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 44

Unit Peloksana Teknis Dinas dibentuk atas usul Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang-cndangan yang berlaku.
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SAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

‘Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraiuran perundang-undangan yang berlakuy;

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidong keohlionnya masing-masing sesuai dengon
kebutuhan;

{1}

(2

(3}

(1}

(2)

{3)

(1

(2]

(3)

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini
terdir dari sejumlah tenaga dalom jenjang jobatan fungsional yang dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional’senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jowab kepada Kepala Dinas Daerch;

Kelompeok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapaot
dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan
keahliannyaq;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.,

BAB VIi
TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagion dan Kepala Seksi Wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunyo;

Kepala Dings dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal
dengan instansi terkait;

Setliap laporan yang diteﬁma oleh pimpinan satuan organisasi darl bawahanya wajb
dicloh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta

memberkan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 47

Dalom menjalankan fugasnya, Kepola Dinas, Sekretaris, Kepola Bidang, Kepdla Sub Bagian,
Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta kelompok Jabatan Fungsional, wajib
menerapkan prnsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bak dalam lingkungan masing-
masing. maupun gtor satuan organisasi sesuai dengon fugas masing-masing;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara
fungsional dengan cara yang setaik-baiknya; '

Apacbila Kepdla Dinas berhalngan melaksanakan tugasnya, maka tugas Kepala Dinas

dilaksanckan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepgola Daerah dengan memperhatikan
Daftar Urut Kepangkatan.
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, BAB Vill

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

e

Pasal 50

(1) Kepala Dinas aclalah jobatan strukiural eselon 1b;

{2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon to;

(3) Kepaia Bidong-adaiah jabatan struktural eselon iLb;

{4) Kepaila Sub Bagion don Kepala Seksi adalah jabatan strukiural eselon W.a;
(5] Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a;

{6) Kepala Sub Bagian Tata Usaho pado Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural
eselon IV.b;

(7} Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adaloh jabatan siruktural eselon IV.k;
(8} Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum
cdaloh jobatan struktural eselon V.a.
Pasal 51

(1) Kepala Dinas Daerch diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daeran dari Pegawdi Negeri
Sipil yang memenuhi syarat,;

{2) Pengangkatan dan Permnberhention Kepala Dinas Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 51

ayat {1} Peraturan Doerah ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara terfulis dengan
Gubernur Kalimantan Baral

{3) Pejabct Struktural Eselon il dilingkungon Dinas Doeragh diongkot dan diberhentikan oleh
Kepcola Daerah;

{4) Pejobat Struktural Eselon IV dilingkungan Dinas Daergh dapat diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretoris Daerah atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Deerah;
(5) Pengangkatan Pejabat Strukiurat Eselon Il I, dan IV dilingkungan Dinos Daerah,
mempertimbangkan syarat dan kompetensi jobatan yang telah ditetapkan berdasarkan
“hasil anglisis jabatan dan peraturan yang beriaku.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 52
Segala biava yong diperiukan sebogai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch.
BAB X
KETENTUAN 1AIN-LAIN
Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraiuran Daerah ini yang bersifat teknis administratif dictur
kemudian oleh Kepaia Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
(1)~ Dengan beriakunya Peraturan Doerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Nomor 3 Tahun 2001 lentang Pembentukon Dinas Daerch Kabupaten Sanggou seria

ketentvan yang mengatur materi yang suma don atau bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan fidok beriaku lagi;
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{2) Dinas Doemh yong terbentuk banus sudah efektif meloksarokan tugss don fungsinya paling lorrbat 1
{satu} tahun sefelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XIl
PENUTUP
Pasal 55
Persturan Deerch ini mulkai keraku pada iongga! ditetopken.

Agx seticp orong cepat mengekihuinya. memerinichkan penguncongen Peraturan Daeroh inl dengn
perempaicrrye dalam Lemboron Daerdh Kaoupxaen Sanggau,

Ditelepkandi @ Sangg
Padatongoal ¢ 18 Deserrber 2007
BUPATI SANGGAU,
. Td
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkendi : Sanagay
Poco Tanggal - 28 Jomucri 2008

" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 20
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(2] Dinas Doerh yong fertbentuk harus suckh efekiif melaksanakan fugas don fungsinya paling lamicaf 1
(satu) tahun sefeich berakunya Peraturan Doerch ini.
BAB XIi
PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Doersh ini muiai bericku pada tonggal diteiopkan.

'Agur sefiop orFg dopat mengekahuinya, memerintchkan penguncingan Peraturon Doeroh ini dengan
rerermpaiannya chkam Lemicaron Dosroh Kebupaien Sangoa.

Ditekpkandl  : Sangoou
Podatorggal @ 18 Desember 2007

BUPAT! SANGGAU,
Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undargkandi @ Sangga
Poco Tanggal  + 28 Jonuari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

o Tid
F_ANDENG SUSENQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 20

Untuk salinan sesud dengon aslinga

is Daenh,

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.SI
Perrbinc Ulamo Muda
NIP. Q10R1997
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